BAB IV
PENUTUP

1. Simpulan

a. Perjanjian yang diadakan oleh kreditur dengan debitur yang memuat kesepakatan
eksekusi barang jaminan jika debitur cidera janji dalam perjanjian tersebut
memberikan kesan ancaman sanksi yang cukup berat bagi debitur dengan penyitaaan
barang jaminan akibat cidera janji. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Asas
Kesetaraan yang merupakan persamaan derajat antara para pihak di dalam perjanjian
dan Asas Unconcionability, tentang perjanjian yang bertentangan dengan hati nurani.
Dalam mengadakan perjanjian, debitur sebagai orang yang menjaminkan barangnya
pada kreditur, yang pasti tidak rela barang tersebut disita meskipun dengan alasan
dirinya cidera janji, tetapi karena itu sudah kesepakatan dalam perjanjian dan tidak
ada pilihan lain maka debitur menurutinya. Sehngga dengan demikian perjanjian
tersebut yang dibuat oleh para pihak (kreditur dan debitur) cacat secara hukum karena
bertentangan dengan asas-asas perjanjian tersebut dan oleh karenanya dianggap tidak
ada hubungan hukum antara kreditur dan debitur.

b. Eksekusi barang jaminan fidusia akibat cidera janji yang dilakukan oleh
kreditur/penerima fidusia tanpa melalui proses peradilan sangat merugikan pihak
debitur, sebab dalam preses tersebut debitur tidak diberi kesempatan atau hak untuk
melakukan upaya hukum yang telah diatur oleh Undang-Undang seperti halnya
banding dan kasasi bahkan sampai peninjauan kembali. Selain itu pula, cara terebut
jelas menyalahi prosedur penyelesaian perkara perdata yang semestinya harus melalui
proses peradilan yang benar, sehingga segala persoalan dapat diselesaikan dengan
benar pula menurut penilaian langsung Majelis Hakim dalam persidangan.

2. Saran



a. Perlu adanya penghapusan ketentuan mengenai pemberian kewenangan untuk dapat
mengeksekusi barang jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia, sebab hal tersebut menimbulkan dualisme kewenangan
dalam hal eksekusi barang jaminan fidusia tersebut. Maka dengan cara penghapusan
ketentuan tersebut kewenangan eksekusi tersebut jelas hanya dapat dilakukan oleh
pihak pengadilan melalui juru sita.

b. Dalam melakukan perjaniian, para pihak harus cermat dengan memperhatikan
ketentuan yang ada, seperti halnya syarat sahnya perjanjian, asas-asas dalam
perjanjian dan sebagainya serta mengedepankan rasa keadilan sehingga perjanjian

yang disepakati tidak merugikan pihak lain.
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